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ABSTRAK 

 Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di 
wilayah hukum Polsek Piyungan. Setelah penulis melakukan observasi secara 
langsung di wilayah tersebut diketemukan adanya tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak di bawah umur khususnya yang dilakukan pada tahun 2012. Setelah 
melakukan penelitian di lapangan bahwa adanya beberapa kenakalan yang 
dilakukan oleh anak di bawah umur, namun yang sampai dilakukan penyidikan  
secara khusus oleh petugas di Polsek Piyungan khususnya pada tahun 2012 ada 
dua kasus. Kasus pertama yang dialami oleh Sdra.Prismara Xidam Trijaya dengan 
kasus perampasan, lalu kasus yang kedua yang dialami oleh Sdra.Muhammad 
Aziz Syarifudin dengan kasusnya membawa perempuan pergi tanpa ijin orang 
tua/wali dan bersetubuh dengan wanita di bawah umur. Dari kedua kasus tersebut 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana seorang penyidik 
melakukan penyidikan oleh tersangka anak tersebut, apakah dalam penyidikan 
yang dilakukan petugas di Polsek Piyungan sudah sesuai dengan Undang-undang 
yang berlaku bagi anak atau malah menyimpang dari apa yang seharusnya 
penyidik laksanakan. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 
pemberian hak pada tersangka anak yang melakukan tindakan pidana pada saat 
petugas melakukan penyidikan, sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan masukan yang tepat dan dapat memberikan atau menambah 
wawasan dan prasarana bagi penyidik dalam rangka perlindungan anak khususnya 
yang ada di Polsek Piyungan.  
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk penelitian 
lapangan (Field Research)yakni dari bahan sumber hukum primer sebagai sumber 
hukum utama yang di dapat dari lapangan selanjutnya ditambah dengan sumber 
hukum sekunder sebagai acuan dari Undang-undang. Penelitian yang digunakan 
berupa penelitian deskriptif-analistik yaitu metode analisa data dengan cara 
memaparkan semua data yang kemudian dianalisis dan akhirnya dibentuk suatu 
kesimpulan. 
 
 Dalam pemberian Hak-hak kepada tersangka anak yang diberikan di 
Kepolisian Polsek Piyungan sebagian sudah memenuhi unsur-unsur dalam 
penyidikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang  Peradilan Anak. 
Selain itu dalam tahap penyidikan, seorang penyidik belum memberikan hak-
haknya secara mutlak kepada tersangka anak. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan kedua tersangka diketemukan adanya tindak kekerasan yang dilakukan 
oleh penyidik berupa tendangan, caci maki, tamparan dan penelenjangan pada saat 
dilakukan interogasi dari penyidik. 
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MOTTO 
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� Do’a adalah Harapan dan Kepercayaan kita 

kepadaNya. Perjuangan adalah 

Pembuktian bahwa do’a kita tulus adanya. 

Tuhan tidak akan merubah nasib jika kita 

tidak benar-benar berusaha untuk 

merubahnya 

 

� Tidak ada orang bodoh untuk mencapai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penghargaan terhadap hak-hak manusia,tidak hanya diberikan kepada 

sebagian orang, namun diberikan kepada semua orang tanpa memandang 

umur, status, situasi serta kondisi seseorang. Sehingga semua orang berhak 

mendapat jaminan terhadap hak asasinya masing-masing. Maka seiring 

berkembangnya pembangunan nasional yang merupakan modernisasi dapat 

membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik 

perhatian masyarakat akhir-akhir ini, yaitu dengan semakin banyaknya 

perbuatan pidana, kenakalan anak-anak atau meningkatnya deviasi serta anak-

anak terlantar.  

Adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas pelanggaran hukum, 

maupun terhadap ketentuan Undang-Undang oleh pelaku usia muda dan 

dengan perkataan lain telah terjadi peningkatan kenakalan remaja yang 

mengarah pada tindakan kriminal, mendorong pemikiran untuk memberi 

perhatian akan penanggulanganya, khususnya di bidang hukum pidana (anak) 

beserta hukum acaranya. Untuk itu hak-hak tersangka anak dalam proses 

peradilan anak harus dipenuhi agar anak tidak merasa dirugikan.1 

Diperlukan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang 

masih muda usianya. Cara petugas untuk menangani kasus tindak pidana anak 

                                                             
1 Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, cet. 

pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993),hlm.2. 
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harus berbeda dengan cara penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan 

oleh orang dewasa. Perbedaan tersebut diperlukan mengingat sifat khas dari 

anak yang masih membutuhkan perlidungan dan bantuan untuk melaksanakan 

serta mengembangkan hak-hak yang ada dimiliknya. Perlindungan anak 

adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap 

anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 

pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. 

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan 

bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap 

perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.Dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan 

bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan 

sertamendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut 

didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tujuan Perlindungan Anak yaitu 

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak 

mulia dan sejahtera. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan 
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bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah 

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.  

Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan 

bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 adalah meliputi anak yang 

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, yang merupakan 

kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. 

Perbuatan melanggar hukum atau perilaku kenakalan yang dilakukan 

anak disebabkan oleh berbagai macam faktor, antaranya adalah akibat dampak 

negatife pembangunan, arus globalisasi dibidang informasi dan komunikasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Pengaruh lingkungan serta 

gaya hidup yang membawa perubahan social yang mendasar dalam kehidupan 

masyarakat dan pada akhirnya akan membawa pengaruh pada nilai dan 

perilaku pada anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtua 

karena kesibukanya sehingga mereka melalaikan tanggungjawabnya sebagai 

orangtua dapat berakibat anak menjadi frustasi dan mudah terseretpada arus 

pergaulan yang kurang sehat (negatife). Dalam proses demikian anak akan 

sering tidak dapat mengendalikan kepribadianya (jiwanya) sehingga mudah 

tergelincir kealam yang dinamakan kejahatan.2Oleh kerena itu penyelesaian 

tersebut benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan anak dan kepentingan 

masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan. 

                                                             
2 Arif Gosita,Masalah Perlindungan Anak, cet. kedua,(Jakarta:Presindo Akademika, 

1989), hal. 11-12. Lihat juga dalam http://Wikipedia.Com.Diakses tanggal 8 Maret 2013.am.12.31. 
Masalah Terkait Perlindungan Anak Indonesia. 
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Namun sering terdengar dan disaksikan bahwa perlindungan terhadap 

anak-anak tidak maksimal. Banyak peristiwa dan kejadian yang dapat 

dijadikan bukti bahwa anak belum bisa mendapatkan perlindungan itu. Untuk 

mendukung hal tersebut dalam proses penyidikan, maka hak-hak di dalam 

penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ditujukan 

semata-mata bagi peningkatan dan pengembanganya serta bagi kesejahteraan 

anak tersebut. Perlindungan anak juga terwujud dalam pembentukan 

pengadilan anak, yang maksudnya dalam hak ini penguasa (Negara) harus 

memberikan pertolongan bagi anak yang terjerat kedalam proses hukum, 

bukan dipidana melainkan dilindungi dan diberi bantuan.3 

Praktek yang terjadi selama ini dalam penyidikan adalah penyidik 

cenderung merasa puas jika mampu menyikap suatu peristiwa sebagai tindak 

pidana dengan bukti pengakuan tersangka. Demi mendapatkan pengakuan 

inilah penyidik tidak jarang melakukan penekanan-penekanan terhadap 

tersangka baik secara fisik maupun mental sampai tersangka mau memenuhi 

kehendak penyidik untuk memberikan pengakuan. Sebenarnya hal seperti ini 

dapat dihindari dalam proses pemeriksaan yang berupa penekanan-penekanan 

atau pemaksaan. 

Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 

di wilayah hukum Polsek Piyungan dan setelah melakukan observassi secara 

langsung di wilayah tersebut. Untuk mengetahui bagaimana seorang penyidik 

                                                             
3A.Qirom dan E. Sumaryono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Psikology dan 

Hukum,(Yogyakarta: Liberty). Sudarso, Kapita Selekta Hukum Pidana,cet.pertama, (Bandung, 
1986),hlm. 131. 
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yang melakukan penyidikan terhadap tersangka anak di bawah umur. Apakah 

dalam proses penyidikan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku atau malah menyimpang dari apa yang seharusnya 

penyidik lakukan. 

Dalam observasi yang penulis lakukan di Polsek Piyungan bahwa 

adanya beberapa kenakalan yang dilakukan anak di bawah umur terutama 

pada saat tahun 2012 seperti perkelahian, tawuran antar pelajar di wilayah 

tersebut namun hanya ada dua kasus yang dilakukan penyidikan lebih lanjut 

oleh pihak Kepolisian, yakni kasus perampasan dengan menggunakan senjata 

tajam dan pemerkosaan yang dilakukan anak di bawah umur. 

Setelah melakukan penelitian di lapangan dan observasi secara langsung 

kepada beberapa tersangka anak yang pernah menjalani penyidikan di Polsek 

Piyungan karena tersandung masalah hukum, dari beberapa responden 

mengatakan bahwa pada saat dilakukan  penyidikan terutama saat dilakukan 

interogasi untuk menggali kasus yang terjadi, beberapa tersangka menjelaskan 

bahwa saat menjalani penyidikan tersebut terdapat beberapa penyidik yang 

melakukan kekerasan baik secara fisik maupun pada mental anak dan 

menggunakan bahasa yang tidak semestinya diberikan kepada anak, walaupun 

si anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum. 

Penyidikan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan penekanan 

jelas bertentangan dengan rasa kemanusiaan, harkat dan martabat seseorang 

yang sudah dikenal dalam KUHAP karena tidak sesuai dengan tujuan perkara 

pidana, yang ingin mengejarkebenaran materiil. Bahkan pengakuan yang 
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diberikan oleh tersangka karena penekanan dan kekerasan tanpa 

memperhatikan hak-hak tersangka adalah merupakan hal-hal yang diragukan 

kebenarannya.4 

Bertiti tolak atas uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis 

tertarik untuk mengkaji dan mengadakan suatu penelitian di Kepolisian Resort 

Piyungan, Yogyakarta. Tidak hanya garis besar, namun secara mendalam 

sampai kepada hal-hal yang menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan 

suatu penyidikan tehadap tersangka anak melalui penulisan yang 

berjudul“UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK TERSANGKA ANAK 

DALAM PROSES PENYIDIKAN.(STUDI KASUS: POLSEK 

PIYUNGAN YOGYAKARTA TAHUN 2012)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang penulisan hukum ini, maka 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka anak di Polsek 

Piyungan? 

2. Apakah dalam proses penyidikan di Polsek Piyungan tersangka anak 

sudah memperoleh Hak-haknya sesuai Peraturan Perundang-undangan ? 

 

 

 

                                                             

 
4 Lilik Mulyadi, Pengdilan Anak Indonesia,cet. I, (Bandung: Mandar Maju,2000,hlm.29 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan tentang upaya perlindungan 

hak-hak tersangka pada anak adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana 

proses penyidikan pada anak di bawah umur di Kepolisian Polsek 

Piyungan dan apakah sudah sesuai pada sistem yang berlaku saat ini.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum 

pada khusunya, serta bagi rujukan pada penelitian berikutnya. 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan bahan masukan 

yang tepat dan dapat memberikan atau menambah wawasan dan penambah 

prasarana bagi penyidik dalam rangka upaya perlindungan hak-hak 

tersangka anak dalam proses penyidikan. Sedangkan bagi pemerintah 

dapat memberikan masukan bahwa di dalam perlindungan anak juga 

terwujud dalam pembentukan pengadilan anak, hal ini mengandung 

maksud bahwa Penguasa (Negara) harus bertindak apabila anak-anak 

membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan 

bukanya dipidana melainkan harus diberi bantuan. 
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D. Telaah Pustaka  

Melalui telaah pustaka yang dilakukan peneliti, ada beberapa 

penelitian yang berhubungan dengan upaya pemenuhan hak-hak tersangka 

anak, antara lain : 

Dalam skripsi Laila Jauharoh yang berjudul “(Hak-Hak Anak dalam 

Perspektif Konvensi Hak-hak anak (KHA) dan Hukum Islam(fiqih)” yang 

membahas mengenai perlindungan untuk anak ditetapkan oleh Konvensi Hak 

Anak (KHA) dalam hukum Islam (fiqh).5 

Penelitian lainyang dilakukan oleh Leny Eka Norvityaningsihyang 

berjudul“Upaya Perlindungan Hak dan Pertanggung jawaban Pidana Anak 

yang Melakukan Tindakan Criminal”.6 Di dalam penelitian ini cakupannya 

masih luas dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena dalam penelitian 

yang saudara Lenyi lakukan, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan 

menganalisis upaya perlindungan dan pertanggung jawaban anak yang 

melakukan tindakan kriminal dalam praktek persidangan dan eksekusi di 

Pengadilan.  

Dalam skripsi Erni Widhayanti yang berjudul “Hak-hak Tersangka/ 

Terdakwa dalam KUHAP”. Dalam skripsi tersebut menjelaskan gambaran 

kedudukan tersangka dan dalam proses Peradilan merupakan sosok yang 

lemah, mengingat yang bersangkutan yang lebih tegar yakni Negara lewat 

aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang ini melahirkan suatu 

                                                             
5Laila Jauharoh , “Hak- Hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan 

Hukum Islam (fiqih), Skripsi,  Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2004. 
6Lenya Eka Norvityaningsih, “Upaya Perlindungan Hak dan Pertanggungjawaban 

Pidana Anak yang Melakukan Tindakan Criminal”, Skripsi, UPN Veteran Surabaya, 2005. 
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gagasan bahwa tersangka dan terdakwa harus mendapat bantuan secukupnya 

menurut aturan hukum agar memperoleh aturan hukum agar memperoleh 

keadilan hukum yang sebenarnya.7 

Dalam skripsinya Yuli Lismayanti yang berjudul “Hak-hak Terdakwa 

dalam Proses Pemeriksaan Perkara”, membahas tentang asas-asas hukum 

acara pidana dan berisi pokok-pokok materinya serta tahap-tahap tentang 

pemeriksaan dalam acara yang dimulai dari pemeriksaan di sidang Pengadilan 

sampai putusan Pengadilan bahkan sampai pada upaya hukum disampaikan 

dijelaskan pula menjadi pedoman dalam beracara di Pengadilan.8 Yang 

terakhir dalam skripsi saudara Toto Arfiyanto yang berjudul “Hak-hak 

Tersangka dalam Proses penyidikan”. Dalam penelitian ini membahas tentang 

bagaimana pemberian hak tersangka orang dewasa, sedangkan peneliti hanya 

khusus membahas tentang pemberian hak terhadap tersangka anak di bawah 

umur.9 

E. Kerangka Teoritik 

Tersangka merupakan sebutan atau status bagi tindak pidana sesuai 

tingkat atau tahap pemeriksaan. Dalam Pasal 1 butir KUHAP mengartikan 

tersangka adalah :10 

                                                             
7Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP. Skripsi 

(Yogyakarta: Liberty,1988), hlm.24. 
8Yuli Lismayanti, “Hak-Hak Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara”. Skripsi, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2003.  
9Toto Arifiyanto, “Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan”. Skripsi, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010. 
10A. Hamzah Irdan Dahlan, Perbandingan KUHAP HIR dan Komenter, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia,1985),hlm. 5. 
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“Seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya berdasarkan alat 
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ”. 
 
Berdasarkan fungsi KUHAP menurut Van Bemmelen ada tiga 

pembagian antara lain: mencari kebenaran sejati, pemberian keputusan oleh 

hakim, melaksanakan keputusan. Dalam ketiga tujuan tersebut, yang paling 

penting karena menjadi tumpuan kedua tujuan berikutnya, ialah mencari alat 

bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai pada putusan (yang 

seharusnya adil dan tepat) yang dilaksanakan oleh jaksa.11 

Dalam konteks ini pelaksanaan KUHAP membagi tiga sistem 

pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dalam pelaksanaan hukuman. Dalam 

sistem permulaan atau pendahuluan, terdapat asas Inkwisitor yaitu tersangka 

hanyalah merupakan obyek dalam pemeriksaan, tidak mempunyai hak apa-apa 

dan segala tindakan dilakukan dalam keadaan yang tidak terbuka untuk 

umum.12 Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat 

hak-hak seperti yang termuat dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 

68 hak-hak itu meliputi:13 

1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam proses penyidikan 

2. Hak untuk mendapat juru bahasa 

3. Hak untuk mendapat bantuan hukum 

4. Hak untuk mendapat kunjungan keluarga 

5. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas ke penyidik dan hakim 
                                                             

11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, cet.3 (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009), hlm.8-9. 

12 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka,1986),hlm.334-335. 

13KUHAP Selengkapnya…,  
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6. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka dan terdakwa yang ditahan 

dan lain-lain. 

Dalam konteks ini Hak-hak tersangka khususnya diberikan kepada 

anak yang berhadapan dengan masalah hukum harus dihormati dan dijunjung 

tinggi Hak-haknya oleh penyidik khususnya di Polsek Piyungan Yogyakarta. 

Proses interogasi atau menggali keterangan dari tersangka khususnya anak, 

tidak boleh melanggar hak-hak tersangka, apalagi melanggar harkat dan 

martabat tersangka , karena bagaimanapun juga seorang anak yang tersandung 

masalah hukum bukan dihukum,namun harus diberikan hak-haknya sebagai 

tersangka dan dilindungi agar anak tidak merasa dirugikan. Demi adanya 

hukum yang melandasi, menjadi pedoman serta sarana tercapainya 

kesejahteraan dan kepastian hukum khususnya bagi anak yang terpaksa harus 

berhubungan dengan hukum. Maka pada tahun 1979, Departeman Kehakiman 

Republik Indonesia memprakarsai penyusunanan RUU Peradilan Anak, akan 

tetapi baru diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 

tahun 1995.14 

Akhirnya setelah mendapat perubahan, pada tanggal 19 Desember 

1996 DPR menyutujui RUU peradilan anak, kemudian disahkan menjadi 

Undang- undang pengadilan anak. 

Pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah mengesahkan Undang-undang 

Pengadilan Anak, yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.3 

                                                             
14 Gatot Supramana ,Hukum Acara Peradilan Anak, cet. I, (Jakarta: Djambatan,2000). 

Hlm. 25 
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dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.3668. Undang-undang 

ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 1998. 

Dengan melihat lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, 

tampak bahwa sesungguhnya kita hendak mewujudkan sebuah penanganan 

terhadap perkara anak yang terlibat dengan tindak pidana yang lebih baik dan 

penangananya memperhatikan kepentingan anak sehingga anak yang terkena 

kasus di dalam tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya, 

karena Undang-undang tersebut sebagai pelindung dan tameng dalam 

penyelidikannya agar tidak semena-mena dalam menyelidik dan agar selalu 

memberikan hak-haknya terhadap tersangka anak. 

Undang-undang Pengadilan Anak yang telah disahkan Pemerintah 

bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, merupakan suatu 

kebutuhan yang mendasar dalam rangka menciptakan suatu sistem Undang-

undang yang bulat dalam rangka perlindungan Hak-hak tersangka anak dan 

penanganan anak bermasalah di Indonesia. 

Pokok-pokok pikiran perlakuan khusus bagi anak yang melakukan 

kejahatan adalah : 

1. Usia muda 

Berkaitan dengan asas manfaat yaitu anak-anak sebagai generasi muda dan 

penerus perlu diperhatikan masa depannya malaupun anak-anak sering 

melakukan tindak pidana kejahatan.  

2. Demi kepentingan anak 

Sebagai rasa kepentingan , yaitu dalam rangka menghadapkan anak ke 

sidang pengadilan harus diperhatikan akan kepentingan anak. 
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Jadi pihak penyidik harus memberikan dan melindungi hak-hak tersangka 

anak tersebut.15 

3. Untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

Asas perlindungan, yaitu anak-anak (muda) karena kondisi fisik, mental, 

dan sosial yang khusus perlu perlindungan dari perlakuan-perlakuan dalam 

sidang anak. 

Ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 

meliputi hak-hak anak dalam proses peradilan anak yaitu :16 

a. Hak yang diperoleh sebelum sidang pengadilan (anak sebagai 
tersangka). 

b. Hak yang diperoleh selama persidangan (anak sebagai terdakwa). 
c. Hak anak yang diperoleh setelah persidangan (anak sebagai pelaku 

kejahatan yang dihukum oleh pengadilan). 
 

Di dalam pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan batas usia 

yang ditentukan maka anak tersebut tidak dapat diajukan kePengadilan Anak 

melainkan menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

adalah : 

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun (delapan) anak melakukan 

atau diduga melakukan tindakan pidana, maka terhadap anak dilakukan 

pemeriksaan oleh penyidik. 

2. Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak 

sebagai dimaksud dalam ayat (1) masih bisa dibina orangtua, wali atau 

                                                             
15 Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia , cet. 

pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 1993 ),hlm. 24.  
16Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. (Jakarta: 

PT. Grasindo,2000), hlm. 29. 
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orangtua asuhnya maka penyidik menyerahkan kepada orangtua, wali atau 

orangtua asuhnya. 

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat anak sebagai 

mana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina orangtua, wali, atau 

orangtua asuhnya maka penyidik menyerahkan anak tersebut kepada 

Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing 

Kemasyarakatan.  

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002, 

perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.17 

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak khusus anak yang berhadapan dengan hukum, 
adalah:  

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 
Pada ayat 3 pasal tersebut dinyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau 
pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang 
berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.18 

 

Dalam pasal 17 Undang-undang No 23 Tahun 2002, anak yang 

dirampas kebebasanya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara 

manusiawi dan penempatanya dipisahkan dengan orang dewasa, memperoleh 

bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya 

                                                             
17Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
18Haris Retno Susmiyati dan Hariyanti “Sistem Peradilan Anak di Indonesia dalam 

Perspektif  Hak  Asasi  Manusia”. (Risalah Hukum Fakultas Hukum,2007), hlm. 36-43 
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hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan 

pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 

untuk umum. Dan pasal 2 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban atau 

perlakuan kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 

dirahasiakan.19 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Mengacu pada prinsip perumusan masalah , penelitian ini termasuk 

dalam penelitian lapangan (Field research).20Artinya penelitian ini 

menjadikan bahan hukum primer sebagai sumber hukum utama yang 

didapat dari penelitian dan data sekunder sebagai data pelengkap. Artinya 

data dikumpulkan dari data yang didapat dari penelitian berupa 

wawancara, daftar pertanyaan, dan observasi pada pihak-pihak yang 

terkait dalam peneliian ini. Sedangkan data sekunder baik berupa buku, 

KUHAP, Undang-Undang, skripsi-skripsi hukum dan lain-lain yang 

menghubungkan penelitian ini. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

analistik. Yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data yang 

ada dan selanjutnya menganalisa dan mengintepretasikan masalah peranan 

                                                             

 
19 Undang-undang  No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 17 ayat 

(1) (2) 
20Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karo, (ed.), Metodologi Penelitian Agama: Sebuah 

Pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2. 
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penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak di bawah 

umur.21 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan yudiris normative yaitu dilakukan 

dengan melihat undang-undang yang berlaku Indonesia dan study khasus 

yang mana cara yang dilakukan penulis dan pengambilan data dilakukan 

dengan cara survai, observasi, wawancara pada pihak yang terkait dan 

dokumentasi data yang ada. 

4. Sumber Data 

a. Sumber data primer: Sumber diperoleh melalui sejumlah keterangan 

atau fakta yang secara langsung diperoleh dari Kepolisian Polsek 

Piyungan Yogyakarta.  

b. Bahan hukum sekunder,antara lain terdiri dari : 

1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan  Anak. 

2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak.  

4)  Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data penelitian ini dengan menggunakan deduksi 

yaitu mengolah data yang didapat dari sumber hukum primer dan sekunder 

                                                             
21Soekanto Soerjono, Pengantar penelitian hukum, (UI, Press, Jakarta,1986), hlm. 68-69 
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dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-

hal yang bersifat khusus. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar dapat 

dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika 

yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak 

awal yaitu sebagai berikut : 

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar 

belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, 

sehingga dapat diperoleh bebrapa pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan 

diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, dalam bab ini mendeskripsikan tinjauan umum tentang 

penyidikan dan hak tersangka anak, diantaranya membahas tentang 

penyidikan, yang meliputi tentang pengertian  penyidik, yang berwenang 

dalam proses penyidikan dan jangka waktu penyidikan dan penahanan. Dalam 

pembahasan yang kedua tentang hak-hak tersangka yang meliputi tentang 

pengertian anak ,hak-haktersangka dalam proses penyidikan dan yang terakhir 

tentang hak-hak tersangka anak dalam konvensi-konvensi Internasional. 

Bab ketiga, dalam bab ini membahas tentang Polsek Piyungan. Dalam 

hal ini menguraikan tentang letak geografis dan demografis, struktur 
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organisasi dan statistik kriminal anak pada tahun 2012 di wilayah hukum 

Polsek Piyungan. 

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan tentang proses penyidikan 

terhadap tersangka yang ada di Kepolisian Polsek Piyungan danmenguraikan 

tentang analisis perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan di 

Kepolisian Polsek Piyungan.  

Bab kelima, bab ini adalah bab terakhir berupa kesimpulan yang 

menjawab dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab 

sebelumnya yang berguna bagi kemajuan ilmu hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG  
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melakukan tindakan pidana. Petugas meminta pertimbangan  

dari psikolog atau Pembimbing Kemayarakatan setempat untuk 

itu serta membantu menyelesaikan masalah yang di alamai oleh 

anak , akan di kembalikan kepada orang tua/walinya atau 

menyerahkan ke Departemen Sosial untuk pembinaan lebih 

lanjut.  

Namun selama dia menjabat sebagai penyidik di Polsek 

Piyungan belum ada dia menangani masalah anak di bawah 

umur 8 tahun yang melakukan perbuatan pidana di wilayah 

hukum Polsek Piyungan. 

 

7. Tentang Bantuan Hukum 

 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak Pasal 16 dan 17 mengatakan bahwa setiap 

anak yang menjadi korban dan pelaku tindak pidana wajib 

memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya secara efektif 

dalam setiap tahapan hukum yang berlaku. 

 Dalam proses penyidikan yang dialami oleh kedua 

tersangka yang pernah menjalani penyidikan di Polsek 

Piyungan, tersangka tidak perrnah menggunakan pengacara 

ataupun advokat untuk membantu permasalahan yang dijalani 

dikarenakan tidak mampu dalam  menyewa pengacara. Namun 

lain hal bahwasanya disini yang sedang mengalami proses 
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penyidikan adalah anak-anak di bawah umur yang sepatutnya 

mendapatkan bantuan hukum dari pihak yang terkait untuk 

mendampinginya dalam penyelesaian kasus yang dialaminya. 

Dari kedua kasus tersebut  pihak Kepolisian memberikan 

bantuan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur  

dengan mencarikan  bantuan hukum dari Balai Permasyarakatan 

kelas IIb Wonosari Gunungkidul Yogyakarta untuk 

memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan persidangan 

agar pihaknya melakukan penelitian kemasyarakatan  untuk  

mempermudah   dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang 

dialami oleh kedua belah pihak. Dengan adanya Penelitian dan 

bantuan dari Balai Permasyarakatn tersebut Klien Sdra. 

Priasmara Xidam Trijaya hanya dibebani dengan hukuman apel 

setiap hari senin dan kamis  selama kurun waktu 9 bulan di 

Polsek Piyungan Yogyakarta, sedangkan klien Sdra.Muhammad 

Aziz Syarifudin walaupun mendapatkan Bantuan dari Balai 

Permayarakatan dikarenakan pihak keluarga korban dan pihak 

korban tidak terima atas apa yang dilakukan kepadanya dan 

menyuruh pihak polisi meneruskan kasus tersebut ke tahap 

penuntutan maka dari pihak polisi meneruskan kasus tersebut ke 

tahap penuntutan hingga ke Pengadilan Negeri Bantul untuk di 

persidangkan. Sehingga Sdra.Muhammad Aziz Syarifudin di 
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hukum oleh Hakim  Pengadilan Negeri Bantul dengan hukuman 

2,5 tahun Penjara. 

 Menurut penulis dalam proses penyidikan dan pemberian 

Hak-hak kepada tersangka anak di bawah umur yang melakukan 

tindakan pidana yang diproses di Kepolisian Polsek Piyungan 

sebagian sudah memenuhi criteria penyidikan dengan baik. 

Namun ada dibeberapa point saat proses penyidikan yang 

menurut penulis  belum memenuhi unsur-unsur kriteria 

penyidikan yang mengacu dengan Undang-undang No.3 Tahun 

1997 tentang Peradilan Anak. Terbukti pada saat dilakukan 

penahanan dan saat dilakukan interogasi terhadap tersangka. 

Dalam penahanan menurut Undang- Undang Peradilan Anak 

Pasal 43 ayat 1 dan 2 bahwasanya penyidikan tersangka anak 

jangka waktu penahananya hanya 20 hari, bila penyidikannya 

belum selesai bisa diperpanjang 10 hari, jadi dalam jangka 

waktu 30 hari bila berkas perkara belum selesai maka tersangka 

anak harus dikeluarkan demi hukum. 

  Namun pada penahanan dari kedua tersangka yang penulis 

teliti, pada saat dilakukan penahanan guna penyidikan oleh 

pihak polisi, mereka mengalami penahanan yang memakan 

waktu 60 hari. Hal tersebut jelas kurang sesuai dengan Undang-

undang Peradilan Anak yang seharusnya diberikan kepada anak 

yang tersandung masalah hukum. Dalam penahanan yang terlalu 



112 
 

 
 

lama dan tersangka tidak segera diproses, maka tersangka akan 

merasa nasibnya terkatung-katung dan kalau semakin lama bisa 

tersangka bisa mengalami goncangan spikis dan mentalnya, 

apalagi disini yang diproses adalah tersangka anak yang masih 

di bawah umur. 

  Selanjutnya dalam tahap interogasi, disini penyidik 

melakukan penekanan-penekanan baik secara fisik maupun 

mental pada si anak demi mendapatkan pengakuan yang benar 

dan jujur dari seorang penyidik. Hal-hal seperti itu jelas sangat 

merugikan antara kedua belah pihak, dari penyidik maupun dari 

tersangka anak tersebut. Dari penyidik karena dilakukan 

kekerasan itu anak cenderung merasa takut dan cemas, sehingga 

data yang didapatkan jadi tidak benar dan tidak akurat sesuai 

apa yang diinginkan dari penyidik. Sedangkan dari pihak 

tersangka anak akan mengalami penderitaan baik fisik maupun 

mental dari hasil penyidikan yang dilakukan dengan cara-cara 

seperti itu. Harusnya pada saat penyidikan terhadap tersangka 

anak, seharusnya dikemas dengan suasana kekeluargaan. 

Seorang penyidik pada saat melakukan penyidikan kepada 

tersangka anak harus mengedepankan sifat simpatik dan efektif 

yakni untuk saling menghormati, menghargai, dan menjunjung 

tinggi akan Hak-haknya walaupun status anak adalah tersangka.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai bab-bab awal yang telah dibahas bahwasanya dapat 

ditemukan fakta-fakta sesuai dengan apa yang ada di tempat penelitian 

menerangkan bahwa: 

1. Proses penyidikan dan penahanan yang ada ke Kepolisian Polsek Piyungan 

dari kasus yang pertama sebenarnya sudah memenuhi kriteria tentang 

penyidikan dengan baik. Tetapi lain halnnya dalam kasus kedua  yang yang 

dialami oleh saudara Muhammad Aziz Syarifudin yang dalam jangka waktu 

penyidikan memakan waktu lama kurang lebih 60 hari karena penyidik harus 

menunggu hasil visum dari korban untuk dijadikan alat bukti untuk 

penyidikan lebih lanjut. Seharusnya sesuai Undang-undang No.3 Tahun 1997 

Tentang Pengadilan Anak pasal 43 menerangkan penahanan dan penyidikan 

yang dilakukan oleh anak hanya boleh dilakukan selama kurun waktu 30 hari. 

Dalam waktu tersebut bila penyidik belum menyelesaikan berkas perkara 

kepenuntut umum, anak harus dikeluarkan demi hukum. 

Faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak yang melakukan 

tindak pidana yang menjalani penyidikan di Polsek Piyungan yang 

pertama adalah karena kondisi ekonomi yang tidak mampu, pendidikan 

rendah, lingkungan pergaulan dan masyarakat yang buruk  dan yang 
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terakhir karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Menurut 

Undang-Undang No.3 tahun 1997 pasal 4 : batas umur anak nakal yang 

dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin. 

2.  Dalam  kasus tersangka anak yang melakukan perbuatan pidana di 

Polsek Piyungan  bahwasanya pada saat dilakukan penyidikan tersangka 

belum mendapatkan hak-haknya secara muntlak terutama saat dilakukan 

interogasi kepada tersangka anak. Dipembahasan bisa dilihat bahwa 

diketemukan adanya tindak kekerasan baik secara fisik maupun mental 

pada tersangka saat menjalani penyidikan di Polsek Piyungan. Hal 

tersebut sangat tidak sesuai dengan peradilan anak dan tujuan tentang 

pemidanaan anak. 
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B. Saran 

1. Bagi para pejabat kepolisian atau hakim hendaknya melihat pada umur 

anak yang sedang diproses, apabila anak tersebut belum mencapai umur 8 

tahun sebaiknya di kembalikan kepada orang tuanya dengan di berikan 

sanksi untuk pihak yang di rugikan.  

2. Dalam melakukan proses pemidanaan anak di bawah umur, Polisi harus 

lebih memperhatikan lagi hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak. 

3. Dalam menangani kasus seperti ini Polisi dan Hakim harus adil dan tidak 

berat sebelah. Oleh karena itu yang berlaku lebih utama adalah Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dari pada KUHAP 

meskipun begitu KUHAP masih berlaku sepanjang belum diatur dalam 

Undang-Undang Peradilan Anak tersebut. Proses Penyidikan terhadap 

perkara anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat 

beberapa perbedaan jika dibanding dengan proses penyidikan perkara yang 

diatur dalam KUHAP khususnya untuk orang dewasa baik berkaitan 

tentang pejabat penyidik, proses penyidikan, penagkapan, penahanan, 

kerahasiaan terhadap proses penyidikan, penyidikan terhadap anak 

dibawah umur.  
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Lampiran I  

 

A. Pedoman wawancara dengan penyidik di Kepolisian Polsek Piyungan 

yang bernama Brigadir Danam Purwanto NRP. 81051104 dan  

Brigadir Habib Yuwana NRP. 81011200 

1. Pak,  penyidik yang ada di Kepolisian Polsek Piyungan ini ada khusus 

penyidik anak atau campuran dengan penyidik yang menangani orang 

dewasa? 

2. Pak, bagaimana proses penyidikan yang ada disini, terutama dari kedua 

kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur? 

3. Apakah ada trik-trik khusus dalam tahapa interogasi  supaya si anak 

mau memberikan pengakuan terkait kasus yang menimpanya agar mau 

memenuhi kehendak penyidik tanpa ada penekanan-penekanan fisik 

ataupun mental ? 

4. Apakah pada saat proses interogasi dilakukan kekerasan pada si anak 

supaya anak mau mengakui kesalahanya? 

 

B. Pedoman wawancara dengan tersangka yang bernama Priasmara 

Xidam Trijaya 

1. Mas Priasmara, dulu bagaimana proses penyidikan yang anda alami di 

Polsek Piyungan? 

2. Mas Priasmara, dulu waktu anda menjalani proses penyidikan berapa 

total waktu anda ditahan dari awal sampai akhir? 
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3. Mas, apakah saat interogasi ada petugas yang melakukan yang kurang 

baik untuk anda? 

 

C. Pedoman wawancara dengan tersangka yang bernama Muhamaad 

Aziz Syarifudin 

1. Mas Aziz, dulu bagaimana proses penyidikan yang anda alami di 

Polsek Piyungan? 

2. Mas, dulu waktu anda menjalani proses penyidikan berapa total waktu 

anda ditahan dari awal sampai akhir? 

3. Mas, apakah saat interogasi ada petugas yang melakukan yang kurang 

baik untuk anda? 

4. Anda kan masih di bawah umur, harusnya anda tidak ditahan sampai 

berada di LP ini walaupun anda melakukan bersama teman-teman anda 

yang sudah dewasa? 
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